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Abstract. Corruption in the disbursement of educational aid funds poses a serious challenge that undermines the
effectiveness of education policies in Indonesia, particularly within programs such as the Indonesia Smart
Program (PIP) and the Family Hope Program (PKH). Irregularities in fund management, weak supervision, and
the lack of transparency and accountability have led to unequal distribution of aid and a decline in the quality of
educational services. This study aims to evaluate the impact of anti-corruption policies on the effectiveness of
educational fund distribution through a normative approach using secondary data. The findings indicate that the
implementation of anti-corruption policies, supported by the digitalization of financial systems, public
participation, and institutional reform at the local level, has a significant effect in reducing the misuse of
educational funds. However, the effectiveness of these policies heavily depends on political commitment, the
capacity of supervisory institutions, and public legal awareness. Therefore, synergy between law, technology, a
culture of integrity, and community participation is essential to building clean and equitable education
governance in pursuit of Indonesia Emas 2045.
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Abstrak. Korupsi dalam penyaluran dana bantuan pendidikan merupakan tantangan serius yang mengancam
efektivitas kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam program-program seperti Program Indonesia
Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Praktik penyimpangan dana, lemahnya pengawasan, serta
kurangnya transparansi dan akuntabilitas telah menimbulkan ketimpangan distribusi bantuan dan menurunkan
kualitas layanan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan anti-korupsi
terhadap efektivitas distribusi dana pendidikan melalui pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder.
Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anti-korupsi yang didukung oleh digitalisasi sistem
keuangan, partisipasi publik, serta reformasi kelembagaan di tingkat lokal, memiliki dampak signifikan dalam
mengurangi praktik penyalahgunaan dana pendidikan. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada
komitmen politik, kapasitas institusi pengawas, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara
hukum, teknologi, budaya integritas, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun tata kelola
pendidikan yang bersih dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci : Kebijakan Anti Korupsi, Penyaluran, Program Bantuan Pendidikan

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara
berkembang, termasuk Indonesia. Dampaknya tidak hanya mengurangi -efektivitas
pemerintahan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam
konteks program bantuan pendidikan, korupsi dapat berujung pada penyalahgunaan dana,
ketidakadilan dalam distribusi, dan penurunan kualitas layanan pendidikan. Menurut (Barlevy

et al,, 2024), tingkat korupsi di sektor publik Indonesia menunjukkan perbaikan dalam
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beberapa tahun terakhir, namun tantangan dalam implementasi kebijakan tetap menjadi isu
signifikan. Penyaluran dana pendidikan yang akurat dan adil adalah kunci untuk mendukung
peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, yang menjadi landasan utama kebijakan nasional
di bidang ini.

Program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program
Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan
akses pendidikan bagi kelompok rentan. Namun, efektivitas program ini kerap terhambat oleh
adanya praktik korupsi yang mencakup pemotongan dana oleh pihak tak bertanggung jawab
hingga manipulasi data penerima manfaat. Studi oleh (Harahap et al., 2024) menunjukkan
bahwa penerapan kebijakan anti-korupsi yang berbasis transparansi dan akuntabilitas memiliki
potensi besar untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan manfaat program tepat
sasaran. Dalam konteks ini, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan anti-korupsi
dalam mendukung program bantuan pendidikan di Indonesia.

Korupsi dalam penyaluran dana bantuan pendidikan merupakan isu yang kompleks dan
berakar pada berbagai faktor sistemik. Program bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP)
dan Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada
kelompok rentan, namun sering kali terhambat oleh praktik penyelewengan dana. Menurut
(Primadewi & Rahmawati, 2024), tantangan utama dalam implementasi program ini adalah
lemahnya sistem pengawasan, yang memungkinkan terjadinya manipulasi data penerima
manfaat serta pemotongan dana oleh oknum. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu
yang seharusnya menerima bantuan, tetapi juga menurunkan efektivitas program secara
keseluruhan. Dalam konteks ini, diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar
permasalahan yang menghambat akurasi dan efisiensi distribusi dana.

Salah satu permasalahan mendasar adalah kurangnya transparansi dalam proses
penyaluran dana. Studi oleh (Setianingsih et al., 2022) menunjukkan bahwa informasi terkait
alokasi dan distribusi dana sering kali tidak tersedia secara publik, sehingga masyarakat sulit
untuk memantau atau melaporkan penyimpangan. Ketiadaan mekanisme pengawasan berbasis
partisipasi masyarakat ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.
Selain itu, sistem administrasi yang manual dan tidak terintegrasi meningkatkan risiko
kesalahan administrasi serta manipulasi data. Kondisi ini mencerminkan perlunya penguatan
mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan penyaluran dana pendidikan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan anti-korupsi terhadap
efektivitas penyaluran dana program bantuan pendidikan di Indonesia. Ruang lingkup

penelitian mencakup beberapa aspek utama yang mencerminkan kompleksitas isu ini. Secara
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geografis, penelitian dilakukan di beberapa provinsi yang memiliki variasi dalam tingkat
penyaluran dana pendidikan dan pelaporan kasus korupsi. Variasi ini memungkinkan
perbandingan antara wilayah dengan kebijakan yang lebih efektif dan wilayah yang
menghadapi tantangan besar dalam implementasinya.

Penelitian ini berfokus pada program bantuan pendidikan nasional, seperti Program
Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang memiliki tujuan utama
meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Program ini dipilih karena pentingnya
peran mereka dalam menciptakan keadilan sosial melalui distribusi dana yang tepat sasaran.
Subjek penelitian meliputi pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan
implementasi kebijakan, pengelola dana pendidikan, serta penerima manfaat, termasuk siswa
dan orang tua. Selain itu, partisipasi masyarakat umum yang berperan sebagai pengawas
informal terhadap implementasi program juga menjadi bagian penting dalam analisis ini.

Penelitian ini membatasi cakupannya pada kebijakan anti-korupsi yang diterapkan dalam
program bantuan pendidikan. Program di luar sektor pendidikan tidak menjadi bagian dari
analisis untuk memastikan fokus yang jelas pada tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini
tidak mencakup evaluasi dampak langsung program terhadap hasil pendidikan, seperti
peningkatan prestasi siswa, karena fokus utamanya adalah pada efektivitas distribusi dana dan

pencegahan korupsi.
2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis
melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis
data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan
analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan.(Muslim A Kasim (Universitas
Gorotalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024) Kami telah mengumpulkan
data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan
materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan
data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar — benar

menggunakan data primer dan juga data sekunder.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Anti-Korupsi Mempengaruhi Pengelolaan Dana Program Bantuan
Pendidikan Yang Ditujukan Untuk Meningkatkan Akses Dan Kualitas
Pendidikan Di Indonesia

Korupsi merupakan ancaman multidimensi yang menggerogoti efektivitas kebijakan
publik di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Dalam konteks Indonesia, sektor
pendidikan menjadi salah satu bidang strategis yang secara simultan memperoleh perhatian
serius dari negara melalui program-program bantuan pendidikan, seperti Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Dana Alokasi Khusus
(DAK) pendidikan. Namun demikian, program-program tersebut tidak terlepas dari potensi
penyalahgunaan wewenang dan korupsi, yang berdampak langsung terhadap aksesibilitas
dan kualitas pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Dalam konteks kebijakan publik, Good Governance mengharuskan adanya prinsip
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi
dasar dalam merancang sistem pengelolaan bantuan pendidikan yang bebas dari praktik
korup. Sayangnya, temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa pada
rentang 2018 hingga 2023, terdapat 1.695 kasus korupsi di sektor pendidikan, dengan
pelaku terbanyak berasal dari kalangan kepala sekolah dan staf tata usaha. Kondisi ini
menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan anti-korupsi yang kuat dan konsisten, dana
bantuan pendidikan justru berisiko menjadi ruang pembiayaan moral hazard di tingkat akar
rumput. Korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan tidak semata berbentuk penggelapan
dana BOS, tetapi juga mencakup praktik pungutan liar, nepotisme dalam penerimaan
peserta didik, serta manipulasi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pendidikan.
Sebagai contoh, kasus korupsi dana BOS di SMAN 10 Bandung yang menyebabkan
kerugian negara sebesar Rp664 juta menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal
dan eksternal dalam mekanisme distribusi dan penggunaan dana bantuan pendidikan.
Kebijakan anti-korupsi secara normatif telah diadopsi dalam berbagai regulasi, seperti
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Namun, kelemahan institusional dalam penerapan, rendahnya literasi
hukum di kalangan pelaksana kebijakan pendidikan di tingkat sekolah, serta resistensi

terhadap audit eksternal menyebabkan efektivitas kebijakan ini tidak optimal.
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Salah satu studi percontohan dari India melalui program Public Financial
Management System (PFMS) dapat dijadikan model, di mana semua dana pendidikan
dipantau dan dievaluasi secara daring melalui satu sistem pusat. Indonesia dapat
mengadopsi pendekatan serupa yang diintegrasikan dengan sistem Dapodik (Data Pokok
Pendidikan) untuk memastikan bahwa informasi keuangan terhubung dengan data peserta
didik dan kebutuhan aktual satuan pendidikan. Transformasi digital semacam ini dapat
memperkuat kebijakan anti-korupsi yang berbasis bukti (evidence-based policy) dan
meningkatkan responsivitas pengambilan kebijakan pendidikan. Selanjutnya, peran
pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan kabupaten/kota, sangat krusial dalam
penguatan sistem pengawasan terdesentralisasi. Realitas birokrasi menunjukkan bahwa
sebagian besar pelanggaran dalam distribusi dan penggunaan dana pendidikan terjadi di
tingkat lokal, terutama di satuan pendidikan dasar dan menengah. Namun, seringkali
kapasitas aparat daerah untuk melakukan pengawasan internal masih sangat terbatas, baik
dari sisi anggaran, keahlian teknis, maupun independensi kelembagaan.

Kebijakan anti-korupsi yang efektif di tingkat daerah harus mendorong co-creation
antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas seperti Inspektorat Daerah, Komite
Sekolah, serta organisasi keagamaan atau masyarakat sipil yang memiliki integritas publik.
Pemerintah pusat juga dapat menetapkan standar minimal pengawasan internal yang wajib
diimplementasikan oleh setiap daerah, termasuk kewajiban publikasi anggaran pendidikan,
laporan penggunaan dana bantuan pendidikan secara daring, serta pembentukan unit
pengaduan masyarakat berbasis daring yang diawasi oleh lembaga independen.

Lebih jauh, konsep integritas dalam pengelolaan dana pendidikan tidak dapat
dilepaskan dari rekayasa kelembagaan (institutional design) yang efektif. Dalam perspektif
lembaga, korupsi sering kali tumbuh subur dalam kondisi minimnya checks and balances.
Banyak kepala sekolah yang memegang kekuasaan terpusat atas keuangan, pengadaan
barang dan jasa, bahkan dalam penentuan alokasi anggaran tanpa keterlibatan signifikan
dari stakeholders pendidikan lainnya. Kondisi ini menciptakan relasi kuasa yang timpang
dan membuka ruang moral hazard yang besar. Untuk itu, perlu dilakukan penataan ulang
struktur dan kultur birokrasi pendidikan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan
adalah institutional integrity framework, yang memetakan titik-titik rawan korupsi dan
menyusun standar integritas di setiap proses pengambilan keputusan keuangan. Pendekatan
ini mengedepankan indikator-indikator integritas kelembagaan, seperti kepatuhan terhadap
SOP, transparansi alokasi dana, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kapasitas

pelaporan keuangan. Selain itu, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Komite
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Etik di lingkungan satuan pendidikan dapat menjadi katalisator budaya organisasi yang
bersih. Unit ini bertugas untuk menerima laporan pelanggaran etik, menangani konflik
kepentingan, serta memberikan rekomendasi kebijakan internal untuk mencegah
penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, pengelolaan dana pendidikan juga
menjadi indikator penting keberhasilan supremasi hukum. Jika hukum gagal menjamin
integritas sektor pendidikan, maka keadilan sosial tidak akan pernah tercapai. Sebaliknya,
jika sistem pendidikan berhasil dibangun dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan
akuntabilitas, maka nilai-nilai konstitusi dapat terinternalisasi sejak dini dalam karakter
peserta didik. Di sinilah letak peran strategis pendidikan sebagai institusi sosial yang
mampu mengubah paradigma pembangunan bangsa secara menyeluruh.

Mengaitkan hal tersebut dengan cita-cita Indonesia Emas 2045, reformasi kebijakan
anti-korupsi dalam pendidikan harus menjadi bagian dari agenda besar reformasi
struktural. Pendidikan bukan hanya sarana mencetak tenaga kerja terampil, tetapi juga
arena pembentukan etika publik dan kepemimpinan berintegritas. Oleh karena itu, investasi
pada tata kelola pendidikan yang bersih dan bebas korupsi adalah investasi jangka panjang
bagi kemajuan bangsa. Kebijakan anti-korupsi tidak boleh dilihat sebagai beban, tetapi
sebagai pondasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, merata, dan bermutu
tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan anti-korupsi dalam
pengelolaan dana bantuan pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik,
lintas sektor, dan berbasis nilai. Perubahan tidak bisa hanya dilakukan melalui regulasi dari
atas, tetapi juga harus didorong oleh gerakan kesadaran kolektif dari bawah. Masyarakat
harus menjadi aktor aktif dalam menjaga integritas dana pendidikan, dan negara harus hadir
secara tegas untuk melindungi kepentingan publik dari ancaman penyimpangan. Sinergi
antara hukum, teknologi, budaya, dan partisipasi publik adalah kunci menuju sistem

pendidikan yang benar-benar bebas dari korupsi.

ALIANSI - VOLUME 2, NOMOR 3, MEI 2025



e- ISSN: 3031-9706; p- ISSN: 3031-9684, Hal. 204 - 218

3.2 Penerapan Kebijakan Anti-Korupsi Berkontribusi Pada Pengurangan Praktik
Penyalahgunaan Dana Dalam Penyaluran Bantuan Pendidikan Di Indonesia

Penerapan kebijakan anti-korupsi dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan di
Indonesia mencerminkan upaya negara untuk memperkuat sistem integritas publik
sekaligus memperbaiki tata kelola pendidikan secara menyeluruh. Kebijakan ini tidak
hanya dipahami sebagai mekanisme hukum yang kaku, melainkan sebagai bagian dari
reformasi struktural yang ditujukan untuk mencegah penyimpangan dana dan menjamin
efektivitas serta akuntabilitas program-program pendidikan. Dalam konteks ini,
pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan penegakan hukum, pendidikan karakter,
teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat menjadi sangat relevan.

Dalam analisis kebijakan anti-korupsi di tingkat desa menunjukkan bahwa kebijakan
antikorupsi yang dilaksanakan secara terstruktur mampu memberikan dampak nyata dalam
memperbaiki tata kelola pemerintahan lokal, termasuk sektor pendidikan. Dalam kasus
Kepala Desa Banjar Sari Lombok, penerapan kebijakan yang tegas mengurangi kerugian
negara dan meningkatkan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana pendidikan. Hal
ini selaras dengan strategi nasional pemberantasan korupsi yang menempatkan sektor
pendidikan sebagai area rawan penyimpangan, sehingga membutuhkan mekanisme
pengawasan yang lebih komprehensif.

Namun demikian, keberhasilan penerapan kebijakan anti-korupsi masih menghadapi
tantangan serius, seperti yang dikemukakan (Tamher et al., 2024), yaitu lemahnya
komitmen politik, terbatasnya sumber daya lembaga pengawasan, serta rendahnya
kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya transparansi dana publik. Masalah ini
semakin kompleks ketika dikaitkan dengan ketimpangan sosial dan praktik patronase yang
masih mengakar di beberapa wilayah, yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan
dana pendidikan secara sistemik.

Dalam realitasnya, penyalahgunaan dana bantuan pendidikan kerap kali berkedok
atas nama pengadaan barang dan jasa, pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
serta seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) seperti diungkap oleh (Khairunisa et
al., 2024). Fenomena ini mengindikasikan perlunya reformasi birokrasi pendidikan melalui
penerapan prinsip good governance yang ditandai oleh transparansi, partisipasi publik, dan
akuntabilitas tinggi. Dengan demikian, pemberlakuan kebijakan anti-korupsi dalam ranah
pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh reformasi kelembagaan

dan penguatan kapasitas aktor-aktor di sektor pendidikan.
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Dengan demikian, penerapan kebijakan anti-korupsi terbukti berkontribusi
signifikan dalam mengurangi praktik penyalahgunaan dana dalam penyaluran bantuan
pendidikan di Indonesia. Namun, kontribusi tersebut hanya dapat optimal bila didukung
oleh sinergi lintas sektor, ketegasan penegakan hukum, keterlibatan publik, serta investasi
jangka panjang dalam pendidikan karakter. Penanganan korupsi dalam sektor pendidikan
tidak bisa lagi ditunda, sebab masa depan bangsa bergantung pada integritas generasi yang
dididik hari ini. Upaya penerapan kebijakan anti-korupsi dalam sektor pendidikan tidak
semata ditujukan pada penindakan hukum, melainkan juga bertumpu pada penguatan tata
kelola dana bantuan pendidikan agar lebih transparan dan bertanggung jawab. Dalam
konteks ini, kebijakan anti-korupsi harus dipahami sebagai pendekatan interdisipliner yang
melibatkan dimensi hukum, manajemen publik, pendidikan karakter, serta adaptasi
teknologi digital. Sektor pendidikan, yang selama ini menjadi ruang krusial dalam
membentuk nilai integritas generasi bangsa, justru kerap kali menjadi ladang subur praktik
penyimpangan dana jika tidak diiringi dengan pengawasan dan regulasi yang efektif.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan kebijakan anti-korupsi di bidang
pendidikan adalah minimnya integrasi sistem pelaporan keuangan secara elektronik di
banyak satuan pendidikan, terutama di daerah terpencil. Penerapan teknologi seperti
blockchain dan big data analytics mampu mengurangi celah penyimpangan melalui
pelacakan alur dana secara transparan dan real time. Namun dalam praktiknya, belum
semua lembaga pendidikan mampu mengadopsi teknologi ini karena keterbatasan
infrastruktur dan kapasitas SDM.

Korupsi dalam sektor pendidikan bukan semata peristiwa kriminal, tetapi juga
merupakan gejala sistemik yang mencerminkan disfungsi kelembagaan dan rendahnya
kepatuhan etika. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor
pendidikan merupakan salah satu dari lima sektor dengan tingkat korupsi tertinggi di
Indonesia (Rahman & Husnul, 2024). Realitas ini memprihatinkan karena dana pendidikan
seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, infrastruktur,
kesejahteraan guru, dan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Ketika dana tersebut
diselewengkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga generasi muda
yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Masalah korupsi
dalam pendidikan juga sangat kompleks karena melibatkan berbagai aktor, baik di level
pusat maupun daerah, mulai dari birokrat, kepala sekolah, guru, hingga pihak swasta.
Selain itu, adanya celah regulatif dan lemahnya mekanisme pengawasan turut

memperparah situasi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan korupsi tidak cukup hanya
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dengan memperkuat hukum, tetapi juga harus diiringi dengan pendekatan struktural,
kultural, dan edukatif yang terintegrasi.

Penerapan kebijakan antikorupsi dalam sektor pendidikan membawa implikasi besar
bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Pertama, pengelolaan dana pendidikan
yang bersih akan memungkinkan peningkatan fasilitas, distribusi buku, beasiswa, serta
pelatihan guru secara lebih optimal. Kedua, sekolah-sekolah yang bebas korupsi akan
menjadi ruang belajar yang lebih nyaman, aman, dan bermartabat. Ketiga, integritas yang
dibangun sejak dini akan menghasilkan generasi yang tangguh secara moral dan kompetitif
secara global. Ke depan, kebijakan antikorupsi harus dirumuskan tidak hanya sebagai
program pelengkap, tetapi sebagai elemen utama dalam perencanaan pendidikan nasional.
Setiap program pendidikan harus memiliki indikator integritas, mekanisme pengawasan
yang jelas, serta ruang pengaduan yang aman dan mudah diakses. Hanya dengan cara
itulah, pendidikan di Indonesia akan menjadi pilar utama pembangunan bangsa yang
bersih, adil, dan berdaya saing.

Dalam iklim demokrasi yang sehat, sektor pendidikan menjadi arena paling penting
dalam membentuk generasi yang menjunjung nilai integritas dan tanggung jawab sosial.
Namun, ketika pendidikan justru menjadi lahan subur praktik korupsi, maka disfungsi
sistemik tengah berlangsung dalam diam. Itulah mengapa penerapan kebijakan anti-
korupsi dalam dunia pendidikan harus diposisikan sebagai kebutuhan struktural dan
kultural—bukan sekadar program simbolik atau slogan temporer. Esensinya bukan hanya
pada membasmi pelaku, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang tangguh
terhadap korupsi. Pendidikan tidak hanya berkutat pada transmisi pengetahuan, melainkan
juga transformasi nilai. Di sinilah titik temu antara pendidikan dan antikorupsi. Ketika nilai
kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin ditanamkan di ruang kelas dan laboratorium, maka
pendidikan berfungsi sebagai "vaksin sosial" terhadap mentalitas koruptif. Oleh karena itu,
kebijakan anti-korupsi dalam konteks pendidikan bukanlah kebijakan hukum semata, tetapi
lebih merupakan gerakan peradaban.

Tipe-Tipe Korupsi dalam Dunia Pendidikan
Dalam telaah praktik, terdapat beberapa bentuk korupsi yang umum terjadi di institusi
pendidikan:

1. Korupsi administratif, seperti laporan keuangan fiktif, penggunaan dana bantuan

tidak sesuai juknis, hingga duplikasi anggaran.

2. Nepotisme, yang terjadi dalam rekrutmen tenaga pendidik atau pengadaan jasa,

seringkali tanpa proses seleksi yang adil.
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3. Pungutan liar, khususnya pada proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru),
dengan praktik suap untuk memperoleh jalur prestasi atau zonasi.

4. Mark-up anggaran, dalam pembelian alat laboratorium, buku pelajaran, atau
proyek infrastruktur sekolah.

Misi kebijakan antikorupsi bukanlah “zero corruption” dalam arti literal, tetapi
membangun sistem dan budaya yang mencegah korupsi tumbuh. Dalam konteks
pendidikan, hal ini harus dimulai dari yang paling dasar: ruang kelas, relasi guru-siswa,
tata kelola sekolah, serta interaksi antara negara dan warga pendidikan. Ketika pendidikan
bebas dari korupsi, maka sistem keadilan menjadi hidup, akses menjadi merata, dan
transformasi sosial menjadi mungkin. Di situlah kebijakan antikorupsi dalam pendidikan
menemukan urgensinya: tidak hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai filosofi

untuk membangun bangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan

Kebijakan anti-korupsi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana
program bantuan pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas
pendidikan di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip good governance seperti
transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum terbukti dapat
memperbaiki tata kelola dana bantuan seperti BOS, PIP, dan DAK, serta mencegah
terjadinya praktik penyimpangan dana yang selama ini kerap terjadi di berbagai level
pendidikan.

Melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teknologi digital,
pendidikan karakter, dan penguatan lembaga pengawas, kebijakan ini mampu menekan
ruang gerak praktik koruptif yang kerap terjadi dalam bentuk mark-up anggaran,
pungutan liar, hingga manipulasi data penerima. Partisipasi publik dan digitalisasi
sistem pelaporan menjadi faktor penting dalam membangun sistem pengawasan yang
responsif dan real-time, meskipun tantangan masih muncul dari aspek regulatif,
kultural, dan teknis di lapangan. Selain penindakan hukum, kebijakan ini juga
menekankan pendekatan edukatif dan preventif yang menanamkan nilai-nilai integritas
sejak dini melalui kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan anti-
korupsi tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditindak, tetapi juga dari
meningkatnya kepercayaan masyarakat, berkurangnya penyimpangan dana, dan

terbentuknya budaya integritas di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, penerapan
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kebijakan ini menjadi fondasi penting menuju sistem pendidikan yang bersih dan
berkeadilan.
4.2 Saran

Kebijakan anti-korupsi memainkan peran sentral dalam meningkatkan efektivitas
pengelolaan dana program bantuan pendidikan di Indonesia. Dengan mengedepankan
prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik,
dan supremasi hukum, kebijakan ini telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola
anggaran bantuan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program
Indonesia Pintar (PIP), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerapan kebijakan anti-
korupsi tidak hanya mencegah penyimpangan dana di tingkat pusat hingga daerah,
tetapi juga memperkuat sistem pendidikan yang lebih adil dan berintegritas. Namun
demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah
tantangan, antara lain lemahnya kapasitas kelembagaan, resistensi terhadap budaya
transparansi, serta rendahnya literasi hukum dan digital di kalangan pelaksana teknis di
institusi pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh
melalui sinergi antara pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas institusional,
digitalisasi sistem pengelolaan dana, dan pelibatan aktif masyarakat. Selain itu,
integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan sejak dini juga menjadi
langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif. Dengan pendekatan holistik
tersebut, kebijakan anti-korupsi dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan sektor
pendidikan yang bersih, inklusif, dan berkelanjutan.

Penerapan kebijakan anti-korupsi telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam
menekan praktik penyalahgunaan dana bantuan pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini
tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat penguatan tata
kelola sektor pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas,
partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Program bantuan seperti BOS, PIP, dan
DAK menjadi lebih terarah dan tepat sasaran berkat sistem pengawasan yang semakin
ketat. Pendekatan interdisipliner, yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi
digital, pendidikan karakter, serta penguatan peran lembaga pengawas, turut
mempersempit peluang terjadinya penyimpangan seperti mark-up anggaran, pungutan
liar, dan manipulasi data penerima. Digitalisasi pelaporan dan keterlibatan aktif
masyarakat memungkinkan proses pengawasan berlangsung secara responsif dan real-
time. Namun, efektivitas kebijakan ini tetap menghadapi tantangan, khususnya terkait

lemahnya regulasi teknis, resistensi budaya terhadap keterbukaan, serta keterbatasan
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kapasitas SDM. Oleh karena itu, strategi preventif dan edukatif juga diutamakan,
dengan memasukkan nilai-nilai integritas ke dalam kurikulum pendidikan guna
membentuk karakter antikorupsi sejak dini. Keberhasilan kebijakan ini tidak semata
diukur dari aspek represif, tetapi juga dari meningkatnya transparansi, menurunnya
penyimpangan dana, dan tumbuhnya budaya integritas di lingkungan pendidikan.
Dengan demikian, kebijakan anti-korupsi menjadi landasan penting menuju sistem

pendidikan yang adil, bersih, dan berkelanjutan.
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